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Oleh: Syynanus Arnsteus, S.H.,, ML.H.

A Latal' Belakang

Sengketa merupakan momok yang palmg menakutkan bagi semua.
'manusxa di dunia. Apalagi bagi kaum usahawan dan kalangan pmfesxonal
yang selalu berupaya untuk mencari suatu keuntuncan

Sengketa sesungguhnya erat hubungannya dengan risiko, dan risikb
sering sekali muncul pada saat orang mencari keuntungan. Kemunculan
risiko kadangkala bisa diduga, namun sering juga tidak terduga. Sernua
itu karena memang tidak terbatasnya faktor yang dapat menyebabkan
timbulnya risiko!.

Tetapi risiko yang dapat diduga, sebetulnya dapat dikelola, sehingga
tidak menjadi sengketa yang meluas. Sedangkan risiko yang terlanjur
menjadi sengketa, bagaimanapun haruslah diselesaikan. dengan berbagai
cara yang meliputi antara lain adalah melalui negosiasi, mediasi,
rekonsolidasi, atau proses peradilan. Pengertian peradilan di sini dapat
meliputi arbitrase, pengadilan, atau quasi-quasi peradilan seperti P4D.

Timbulnya sengketa yang terjadi di masyarakat saat ini biasanya
karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Bagaimana sampal
timbulnya masalah tersebut, hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) segl yang
menimbulkan masalah yaitu sebagai berikut®:

1. Karena adanya perbedaan antara das sollen” dan “das sein™.
2. Karena adanya perbedaan antara apa yang selalu diinginkan dengan
apa yang terjadi.

Perbedaan antara yang terjadi (das sein} dengan apa yang seterusnya
{das sollen) itulah masalahnya. Semakin jauh perbedaan itu akan semakin
pula besar permasalahannya, dan jika semakin dekat perbedaannya maka
semakin kecil pula masalahnya. Namun apabila antara “das sollen” dan

L. Syprianus A, Djaro. Beberapa Penyelesaian Sengketa Datam Dunia Bisnis (Makataht Jakara:
BPHN Departemen Kebakiman, 1994, him. 1.

2. A Mukti Anio, Mencari Keadialan (Kritik dan Solusi Terladap Prakiek Peradilan di Indonexia,
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“das ‘sein” ‘telah sama maka tldak akan terjadl suatu persoafan tagi. bao
para plhak el wrosnaln Dy R o :

Demlklan pula perbedaan ‘antara ‘apa yang: diinginkan dengan .apa
yang terjadz }uga merupakan suatu masalah.-Hanya saja. perbedaan antara
“das ‘sollen”" dan “das ‘sein” merupakan’ masalah yang-iebih: bersifat:
normatif Sedangkan “perbedaan antara’apa yang diinginkan dengan apa .
yang ter}adl itu merupakan masalah yang ]eblh ber51fat mdmdual atau
emosional... 4 o

Antara keduanya acapkah terwabang daiam satu masal ah tetap1 b:sa'
3uva masmg masing merupakan masalah. tersendiri. Apablla suatu mdsala.h,f"f '
berbenturan dengan orang lain dan disertai dengan rasa emosional ‘maka
akan dapat menimbulkan sengketa. Tetapi jika tidak disertai denﬂdn rasa
emosmna} maka dengan sendlrlnya tidak ‘akan dapat kita ‘jumpal sengkem
}adl, _suatu sengketa it muncul karena adanya ‘suatu’ masalah’ yang ;
berbenturan dengan orancr }am yanU seialu disertai Tasa emos:onal

- Rasa :emosional ;mlah yang kemudxan dapat memmbuikm slkap f
bersengkcta dan mendorong yang bersangkumn untuk segera ingin "
menye}esa;kan persoalannya tersebut. Penyelesaian sengketa antara para
pxhak tadi adalah” meérupakan sengketa sosial.” Sengketa sosial ini dapat
ter}ach apabila keinginan dan p;hak yang saty  berbenturan denmn_
kemgman plhak yang lain. NS AN

Apablia masalah/sengketa 3031al xtu berada dalam ruang lingkup:
tatanan hukum, maka ia akan menjadi masaiah/sengkem hukum. Kemudian
apabila masalah/sengketa itu:dibawa ke Pengadilan unwk diselesaikan
5ecara ht;crasa maka ia menjadi perkara di Pengadilan.

Pada umumnya p}hak pxhak yang bersengketa lebih suka
menyelesask&n sendiri secara” musyawarah dengan pihak-pthak yang.
bersangkutan tanpa melalui atan bantuan dari pihak ketiga. Hal i dapat
bergantung pada. ikiikad baik (goodwill) dari kedua belah pihak serta
tingkat kerumitan sengketa ity sendiri. R :

Apabila masing-masing pihak punya tekad yantr sang guh~5ungguh
uniuk menyelesaikan sengketa, maka ia akan terselesaikan dengan mudah.
Tetapi, apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh
penyelesaiannya juga akan banyak mengalami kesulitan atau bahkan tidak
terselesaikan. Kesungguhan pihak-pihak sangat menentukan berhasil/
tidaknya dalam penyelesaian sengketa.

Demikian pula, jika tingkat kerumitan sengketa itu masih sederhana
penyelesaiannya akan lebih mudah. Dan semakin tinggi tingkat

keruTRTARTY A, semakhy s aiic puty vara - penyetesatannya Hal-imi-bany ak
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'Be'rﬁéhtu'rif; pada kemampuan masing-masing pihak untuk menelusuri .
pokok sengketa serta mencari jalan penyelesaiannya.
UAkan tetapl, ‘apabila: sengketa - itu- tidak mungkin/tidak berhaxll
diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa tentunya diperiukcm _
adanya’ pibak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga m;.f '
dapat berupa orang—perorangan badan swasta atau.lembaga pemermta_h -

Pada prms:pnya plhak plhak yang bersengketa 1nenghendak1 '
_penyelesa:an yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini telah menjadi asas:
1) alam penye]esa:an sengketa. Hanya masalahnya sekarang, manakah
d; a _ara lembaga m; yang palmc mampu untuk - melaksanakan .asas
tersebut3 ' &t % : -

Pada umumnya p;hak p;hak yang bersengkem itu lebih suka”
menyelesalkan masalahnya pada lembaga-lembaga sosial ya.ng ada di
masyarakat, baik yang berupa perorangan ataupun lembaga (badan) sosial. -
Datam dunia. bisnis, mulai berkembang lembaga Alrernative Disprere
Resolutzon (ADR) di berbagd: negara maju sebacai plhhan untuk penyalm an
penyelesalan senwketa blsms4 ' e

:Apabila -cara-cara- penyeiesamn tersebut mencralaml Jdian buntu
barulah- sengketa itu dibawa ke Pengadilan sebagai benteng terakhu_
penyelesaian sengketa. Namun demikian, tidak semua sengketa itu mesti':
pernah dicoba untuk diselusaikan lewat lembaga sosﬂal yang ada, tempa':
ada pula yang langsung dlbawa ke Pengadﬂan '

‘Dalam menangani perkara yang te!ah masuk ke Penwddlldn seteiah
diteliti berkas-berkasnya dan ditentukan tanggal dan wakiu pemdangan'
Hakim harus terlebih dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan
perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal I_3O HIR sebelum
persidangan’ dilanjutkan. - - ' i

 Seperti telah diketahui 'bagaimana timbulnya suatu perkara itu,
selanjutnya harus melihat unsur-unsur apa yang ada dalam perkara itu atau
bégai'inana' 'a'n'atomi s'uat'u perkara.

- .Suatu perkara selalu terdin dari 3 (tiga) unsur yang menjadi
kandungan isinya, yaiu: '

3. M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjuucn Mengenai Sistem Peradilun dun Penvelesaian Sengketd.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1957, him, 162

4. M Yahya Hamhap Beberapa Tinjonun Tentang Permasalahan Hakum Buky Kesaw, Bandung:
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.-'-Unsur.hﬁkum‘j I

Unsur sengketa, dan: =000
Unsur manusia

~.Apabila. safah satu unsur tersebut h]lang maka tldak ada ]ag: perkara.

Kemudlan unsur yang manakah yang 1eb1h dahu]u muncnl danpada yang
lain? Barangka]a unsur marnusialah yang pertama -tama muncu} ‘sebelum
unsur-unsur yang lain, karena sesungguhnya manusialah yang menjadi
sumber masalah. Karena icepentmgan manusia ‘itu berbeda-beda maka

seringkall berbenturan. déngan: orang “lain,  yang ‘akhirnya," menimbulkan

sengketa Sengketa tersebut. kemudian bersentuhan dengan hukum Tiga

unsur tersebut akhirnya benntegra51 ‘menjadi  satu membentuk suatu :

. perkara.

Dengan demikian maka, dalam setlap perkara i selalu {erdapat J

(tlga) aspek tinjauan, ya1tu5

a.

Aspek yuridis, yakm adanya perbedaan antara das sein dan das sollen,

“atau perbedaan antara “kenyataan yang ‘terjadi- dengan norma yang

seharusnya “terjadi; “sehingga ‘sesuatu yang -terjadi ‘itu sebenarnya
merupakan suatu ‘hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh
terjadi atau tidak boleh dilakukan. -

Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak
merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/

. kejadian ity, dan ia tidak mau dengan sukarela mengganti kerugian

... atau menyeiesalkannya dengan damai dan masmv‘masmg pihak ndal\

B.

. mau mengalah atau mengalah salah satunya.

Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjad;

_antara sesama manusia dalam_ kapasitas apapun. Rasa emosional
manusia ;m]ah yang memunculkan adanya sengketa,

'_Esens; Perdamaaan Dalam Sengketa Perdata

Sebelum membahas lebih Jauh mengenai apa artinya PERDAMAIAN

maka terlebih dahulu akan divraikan mengenai arti damai tersebut.

‘Pengertian DAMAI menurnt Kamus Umum Bahasa Indonesia.

mengartikan sebagai berikut:®

Damai, tidak ada perang tidak ada permasalahan, dalam masa - kita
semuanya merindukan hidup damai;

5. A. Muka Arto, Op. Cir.. him, 37-38.

6. Badudi ™ Zem, Kamus Umnm Baligsa Tndoresia, T a: P taka Sy FatapanT ToS 0053
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1. Menghentikan perang dengan keinginan dari ke 2 (dua) belah
pihak yang berperang atau bermusuhan.

2. Mengakhiri permusuhan.

N _Sédangkan arti dari inendamaikan adalah mengusahakan agar berdammai,
C :mengusahakan agar pihak-pihak yang bertikal mengakhiri pen-nu-
suhannya. :

- PERDAMAIAN adalah hal, cara, hasil, atau proses kerja berdam&;
-f:'*dzhentlkannya permusuhan dan peperangan.

B Dengan demlklan maka esensz dari perdamaian itu sendiri ada!ah
sebafra: ‘berikut: ' L

i. Berhenn bersengketa.
2. Berundmg untuk mencari kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.
3. . Berbaik kembali dan dapat hidup rukun bersama di kemudian hari.

- Tugas utama dan pertama hakim perdata ialah mendamaikan pihak-
pihak ‘yang bersengketa, dalam hukum acara perdata, perdamaian dapat
diartikan secara formil dan materiil. Damai dalam arti formil ialah:

1. Tidak melanjutkan sengketa (perkara) di Pengadilan atau

2. Membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa sebelum proses
© - litigasi «di- Pengadilan. :

_ Apabﬁa para pihak tidak melanjutkin sengketa (perkara) di Pengadilan
maka perkaranya dicabut. Apabila para pihak membuat kesepakatan untuk
menyelesaikan sengketa sebelum proses litigasi lebih lanjut maka akan
dibuat akta perdamalan

Damai dalam arti materiil ialah tercapainya kesepakatan mengenai
penyelesaian sengketa setelah melalui proses litigasi di Pengadilan. Proses
litigast ialabh proses dalam hukum acara perdata yang meliputi pembacaan
gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan.
Proses tersebut dapat dilalui secara keseluruhan ataupun sebagian saja
yang diakhir dengan putusan. Apabila dalam proses litigasi tersebut
tercapai kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa, maka hakim akan
menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Tetapi
apabila proses litigasi tersebut telah dilalui kesemuanya sampai pada tahap
kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa maka hakim akan menjatuhkan
putusan yang secara teoritis dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak
sesuai dengan pendapat salah satu atau kedua belah pthak. Dalam hal ini.
putusan halam berfungsi untuk mengakhiri/menghapuskan persengketaan

secara yuridis, “hukmul haakimi varfa'ul khilaaf”.
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_ Dalam sengketa yang berkarakter matenal (kebendaan) maka damal
_:_;berarti tercapamya kesamaan perseps: (kesepakatan} tentang pembagmu

atas benda, penaksuan

'._::bﬁ‘.Il "sewa~menyewa Ltahw—pmtan _hana waris, - h;bah ‘wasiat, qadaqah
harta benda dalam perkawinan, nafkah istri, nafkah -anak, dan. sebagainya.
Dalam hai 1n1 sasaran akh:mya 1alah rasa keadllan T, et

: DaIam sengketa yang berkarakier emosmnal maka damai bérarti
tercapamya kesepakatan (kesamaan-persepsi) untuk: saling' memaafkan.
saling mengbormatllmenghargal dan saling membantu. sehingga tercipta
:'kembah hubungan kehldupan yang. temb dama: zul\un ~dan_tenteram
’sebaga; sasaran akhlrnya {179 . -

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 130 Herzien' Inlandsch Reg!emwn
(HIR) dalam’ ayat (1) menyatakan bahwa;  Hakim sebelum memer:ksd
perdata perkara ‘tersebut, harus berusaha untuk ‘méndamaikan ke 2 (dua)
belah pihak. Dalam melakukan proses perdamaian tersebut dapat ‘dilakukan
sepanjang. proses -berjalan, juga- dalam taraf banding “oleh : Pengadilan
‘Tinggi”. Untuk dapat lebih jelas. maka dapat dilihat putusan yang dilakukan
oleh Pengadﬂan Tinggi Bandung . tertancga] 4.Oktober- 1973 -Nomor:: 143/
_19_73_ Perd/PTB dan. tanggal 27 Maret 1974 Nomor: 60/1974 Perd /PTB.
Serta ketentuan. yang terdapat dalam: Pasal 31 RV. Hal mana ke 2 (dua)
keputusan tersebut. telah. dapat- dijadikan sebagai  yurisprudensi dalam
pembentukan hukum khusnsnya menyangkut upaya perdamaxan yanv dapat
d1lakukan oleh para Haklm ./ : . ; >

Jika upaya yang d:lakukan ‘oleh Hakxm telah mencapai kesepakatan
dan para pihak mau menerima, maka harus dibuatkan akta perdamaian
dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati 1si dari akta perdamaian
yang telah d;tandantangam tersebut. o S

S . .
T Retposalny °WW%W@W“KWW4 mimm ACHT Pe:cima Du!mu Temrt (hm

Praktek, Jakama: Mandar Maju, 1995, him. 33.
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Dengan akta perdamaian, maka telah adanya kekuatan seperti keputusan
Hakim yang telah “in kracht van gewijsde”. Bagi pihak yang d:hamskan
~ ‘menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah vang

tertentu misalnya, apabila tidak dijelaskan kewajibannya maka daPas
*'Eangsung dilakukan eksekusi secara paksa atau pelelangan (penjualan di
‘muka ‘omum) dilakukan terhadap barang-barang yang bersangkutan untuk
" memperoleh sejumlah uang yang harus dibayar kepada pihak yang berhak
untuk menerima pembayaran tersebut, termasuk ongkos- ~ongkos perkara
:yaﬂg harus dibayar. -

s Karenanya sudah sepantasnya apabila petjanjian perdamaian tersebut
: dlpeﬁanggungjawabkan sendiri oleh pihak-pihak yang berperkara yanc
~membuatnya dengan demikian logislah apabila putusan perdamaian tersebut,
~menurut Pasal 130 ayat (3) HIR/154 ayat {3) Rbg, tidak dapat d:mmtakan
pemeriksaan banding®.

Selama ini perdamaian yang selalu dilakukan di depan Hakim banydk
berhasil/khusus dalam perkara yang menyangkut utang piutang, pmkam
warlsan dan perkara-perkara perceraian.

- Dalam perkara perceraian, damai berarti tidak melanjutkan perceramn
karena mereka mau hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam hal
ini perkara perceraian dicabut. Dalam perdamaian ini tidak mungkin dibuat
akta perdamaian, karena kta perdamaian itu hanya dibuat untuk
menyelesa:kan sengketa yang obyeknya adalah benda. di mana nantinya
membutuhkan eksekusi secara paksa jika salah satu pihak tidak mentaat
kesepa.katan :

Apabila perdamaian dalam arti formal tersebut tidak dapat dicapai
maka harus diusahakan tercapainya perdamaian dalam arti materiil, yakm
tercapainya perceraian secara ihsan (baik-baik tanpa permusuhan). Dengan
kata lain, terciptanya suasana cerai dengan ceria karena masing-masing
merasa terbebas dari kesusahan dan merdeka untuk menentukan langkahnya
sendiri lebih lanjut tanpa dirugikan maupun merugikan pthak lain.

Selama kurun waktu tahun 2001 sampai dengan bulan Juni '7007
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan upaya damai sebanyak
6 (enam) kali, dan dapat berjalan sebagaimana yang telah dituangkan
dalam akta perjanjian tersebui.

Dalamn sengketa pembatalan perkawinan, damai mempunyai beberapa
artt sesuai dengan sifat/alasan pembatalan perkawinan itu sendiri.

8. H. Riduan Syaheani, Buku Materi Dasar Hukwm Acara Perdara, Bandung: Citra Adiiva Baki

UG, him 03,
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" tidka mengganggu sahnya perkawman__
- Pasai 26 Undang—undang Nomo

- “Apabila pembatalan didasarkan .atas alasan yang bersifat melanggar,
- hak keperdataan-suami/istriyang bersangkutan: seperti karena kawin paksa
di baxﬁah ancaman yang melanggar hukum, adanya:penipuan:mengenai
status calon suamxhstn, ‘terjadi salah sangka. mengenai diri suami/istri dan,
Sebagainya 'maka upaya damai ditujukan agar suami istri tersebut tlddk
membatalkan perkawmannya dan mau melanjutkan hldup rukun Sededi :
Snaml Stn Ha] 1m cukup dl]akukan deng ) mencabut perkam ' B

Demiklaﬂ pula apabzla pembatalan perkawman itu dtdasarkan atas
-a]asan b&hwa perkawman tersebut meianggar prosedur admmibtrdtif dan. -
,-seperti karena melanggar ketentuan

Hukum Islam maka upaya. perdamaian; d;tu;ukan agar swami istri yang
hersanokutan dapat melangutkan hidup rukun dalam rumah tangga dencran
mencabut perkara pembatalan perkawman tersebut Sedang mengenai
peianggaran prosedur tersebut, apabila menurut hukum harus dlperbahamx
atau dasempurnakan maka hal l[l] haruslah dliakukan : p

“Dalam, hal pembatalan perkawman dxdasarkan atas aiasan me]anggar
hukum ‘materiil yang -menentukan sahnya perkawinan seperti melanggar
ketentuan Pasal 2 ayat.(]) Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 atau Pasal
70 Kompilasi Hukum Islam maka upaya damai ditujukan untuk tercapainya
kesamaan persepsi bahwa perkawinan tersebut adalah tidak sah dan harus
d:bataikan

Haklm haruslah dapat menempatkan dan menerapkan arti ddmal_
tersebut secara- proporsional -pada kasus-kasus-yang dihadapinya.

C. . Teknik Mgndamaikan Para Rihak._Yapg__Be.rperkar_a

1._' Tekn:k Yang Dlgunakan Oleh Haklm

"Pada sidang pertama perkara perdata di mana para pahak hadir, hakim
wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan ini
tidak terbatas hanya pada:sidang pertama, akan tetapi dapat dilakukan
sepanjang proses perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Tata cara mendamaikan dapat dilakukan, apabila kedua belah pihak
hadir, hakim memberikan nasihat kepada kedua belah pihak tentang arti
pentmgnya perdamaian bagi mereka, yaitu bahwa®:

A .l L. M A e
P P 7 (7Y =¥ YV /D T I 1 T S K SN
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a. . ~Perdamaian merupakan sesuatu yang sangat mulia dan dxpermtahl\an
oleh - agama, sedang permusuhan merupakan perbuatan hina dan
::~dilarang oleh agama.

b.* * Hidup rukun dan damai merupakan kebutuhan bagi setiap insan ydng
©ada di dunia. :

c. Permusuhan pertengkarau dan persengketaan merupakan penyakit
kroms yang mengganggu ketenteraman dan kebahagiaan hidup dan
"'--o}eh 'sebab itu harus dihindari.

d. Aliah SWT akan melindungi dan membantu hamba-Nya yang mau_-'
menyelesaikan segala persoalannya secara damai, Allah akan’
““melapangkan rezeki’ dan masa depannya; dan sebaliknya Allah SWT
" "akan membiarkan dan’ memurkai hamba-Nya yang suka bersengketa,’
" ‘bermusuhan dan mau menang sendm Allah akan menyempitkazf
" rezeki dan masa depannya. - i

e.  Kemuliaan dan harga diri seseorang terletak pada sikapnya yang mau
berdamai. Dialah orang yang mulia dan patut dihargai serta akan
dicintai oleh siapa pun juga. Orang yang tidak mau berdamai. adalah
‘orang yang hina dan tidak punya harga diri serta akan dijauhi oleh

: '-"‘si'apapun' juga. Orang yang suka berdamai sangat dicintai dan diridhoi
- Allah SWT dan orang yang tidak suka berdamdl akan dimurkai dan
‘idibenci-oleh -allah SWT. i i

Hakim dalam memberi nasihat tersebut haruslah disampaikan secara
tulus ‘dan-ikhlas, ramah: tetapi ‘mantap, penuh penghayatan dan ekspresi
yang meyakinkan, dengan bahasa yang jelas dan komunikatif serta
menyentuh di hati mereka.

Hakim harus menempatkan mereka di tempat yang mulia dan
dimuliakan. Janganiah membuat perasaan mereka itu tersinggung sehingga

- mengakibatkan mereka sakit hati atau bahkan marah. Usahakanlah agar
seolah-olah ‘segala nasihat itv datangnya dari pribadi mereka it sendiri.

Apablla mereka didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya maka
hakim menasihatkan~ tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab
kuasa hukum dan hubungan mereka dengan pengadilan, demi terciptanya
proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan hasil
penyelesaian yang tuntas dan final sehingga memuaskan semua pihak.

Setelah mereka menerima dan memahami nasihat hakim, kemudian
hakim menawarkan pada mereka agar mencabut gugatannya atau berunding
untuk mencari kesepakatan guna menyelesaikan sengketa mereka, Untuk
itu hakim memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperiimbangkan

seldia sungguh-sunggui.
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.:gperkara perceralan

4 :'Apab}.la mereka mau. berdamai maka: .

* Dalam ‘sengketa 'yang “berkarakier emmzonal dan t;dak mungkm

dibuat akta perdamaian maka perkamnva dicabut. Mma]nya dalam

““Dalam sengketa kebendaan maka per Lam dapar a‘wabut atau mereka
' :bemndmﬂ untuk mencari kesepakatan guna menyelesaikan sengketa.
--'.-';Hakzm ‘wajib - membantu mereka mencari jalen penyelesaian dan -
' ":--.._;'-_:memmuskan bunr—but]r perdamaian untuk kemudlan a’zbuat aAm
Ry perdamazan : :

~5'_.:;"Dalam sengketa yang berkarakter fomzal perdamzuan dmrahkan_'__
+.~kepada  tercapainya’ ‘kesamaan ‘persepsi_tentang norma hukum atan
“status hukum obyek yang menjc.dx sencketa kemudmn dzbuaf pm‘man'
_ _deml tercaptanya kepastlan hukum

--Agar tercapan suatu perdamalan ba:k daiam artl form;l maupun
materni maka hakim senantiasa mengmvatkan kepada para plhak agar
berpegang teguh pada enka dan estetlka penye!esaian sencketa secara
tuntas dan final, yaatu e i e

a

uq

Prinsip: saling memberl dan mener;ma keuntungdn sam sama lam
.- sehingga sama-sama. untung, .

Prinsip bersikap jujur dan terus terang dengan integritas pribadi yang

_mem:hk; menta] yang bersuh

Prinsip sama-sama menang ( wm u in ) sehmcrga mas;ng~masm0 pihak
tidak menuntut kemenancan yang sebesar-besarnya dan menghem-
paskan pihak lain ke dalam kekalahan yang sedalam-dalamnya, tetapi

~ cukup dengan kemenangan yang seimbang saja agar tidak menimbulkan

sikap permusuhan dan balas dendam di kemud:an harl

. ‘Prinsip tidak menuntut keuntungan yang sebanyak- banvaknya dengan
.. merugikan plhak lain, .tetapl sama-sama untung yang seimbang.

Prinsip loyal kepada kebersamaan untuk memecahkan masalah bersama
dengan saling membantu dan melengkapi.

‘Prinsip tidak ada kedamaian dengan menguber rasa super. merasa

lebih tinggi- dari yang lain dan menuntut penghargaan atas dirinya
dari pihak lain. Sebaliknya harus dikembangkan prinsip rendah hati
dan menjaga martabat dir.

Prinsip persamaan di depan hukum dan Pengadilan. Masing-masing
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama.
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Prinsip saling menghormati hak dan harga diri serta harkat dan
martabat pihak lain, serta menghindari sikap dan tindakan wang
melecehkan pihak-pihak lain.

Prinsip saling mengalah dan mengaku bersalah untuk menemukan
kebenaran, menghindari sikap merasa benar sendiri dan menganggap

- salah pihak lain.

Prinsip saling membutuhkan satu sama lain sehingga setiap konsep/

pendapat mengenai penyelesaian sengketa harus dimintakan persetujuan
pihak lain.

'Pﬁhsip keadilan bersifat intersubjektif, yakni adanya keseimbangan
~ dan kesamaan pendapat antara kedua belah pihak. Hal ini harus
disadari dan diusahakan oleh kedua belah plhak

Prinsip kepastian hukum harus ditegakkan demi melindungi semua

- pihak dan terciptanya ketertiban hukum. Hal ini harus dipahami okh

semua p;hak

Apabila pada Eahap perdamaian ini ternyata tidak dapat dlCdpdi

perdamaian dalam arti formil maka pemeriksaan dilanjutkan ke tahap
berikutnya. Dalam hal ini, harus diusahakan semaksimal mungkin tercapainya
perdamalan dalam arti materiil agar dapat menghasilkan putusan yang
tuntas dan final.

2.

Pezjbedaan Proses Perdamaian Lewat Pengadilan (Litigaéi) dan
Di Luar Pengadilan (Non Litigasi) -

Perdamaian Menurut Litigasi (Melalui Pengadilan)

Penyelesaian lewat litigast juga mengalami beberapa kelemahan
sebagai berikut:!?

1} Dalam penyelesaian sengketa biasanya berjalan terfalu formal
dan kaku sehingga fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek
sengketa yang diinginkan.

2) Peradilan terkesan angker karena hanya memperhatikan aspek
yuridis saja tidak dapat menjangkau seluruh aspek sengketa,
yaitu aspek psikis dan sostologis yang merupakan unsur-unsur
sengketa secara holistik.

10. Taryana Sunandar, Penelitiun Mengenai Alternative Dispute Resolution, Sakaria: BPHN DLpdﬁumﬂ
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L3y

Komunikasi :dalam proses ‘peradilan hanya berjalan satu:arah
+::yaknidari -hakim " kepada plhak-pihak ‘tidak - ada  komunikasi

: ~::timbal balik dari dan ke sermnua: arah.

5% 4

-Hakim terlalu mendommas: proses peradlian dan kurang

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk aktif sebagai

. subyek dalam-proses penyelesaian. sengketa. Hakim cenderung

Lo menempatkan para plhak sebagzu obyek yang harus dlpenksa dan
B -Kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat keyakman dan
"_perasaan haklm secara seplhak sehmgga para pxhak tidak bisa
" menerima atau memahami- putusan hakim’ yang secara subyektif

berada di Iuar pendapat, keyakinan dan’ perasaan mercka.

~.Putusan. hakim -cenderung - bersifat “formal ‘karena hanya
* memperhatikan ‘aspek hukum formil: yang berdasarkan doktrin

R atau teks hukom semata tanpa memperhatzkan faktor kesadaran
- -hukum para ‘pihak." ST L

a5

8)

Putusan hakim kurang menyentul substans: sengketd sehingga
meskipun hakim telah memutus perkara tetapi putusan tersebut
belum ' menyelesaikan  sengketa. Hal 1ini,” karena. hakim pada
waktu menjatuhkan putusan hanya berpikir secara yuridis formal
tanpa memperhatikan apakah dengan putusannya im nanti sengketa
dapat diselesaikan dan dapat dieksekusi tanpa ada sengketa lagi.
Dengan kata lain, putusan hakim be}um tuntas dan final untuk

'menyelesalkan sengketa.

Karena para pihak tidak. secara: aktlf sebagai subyek dalim
penyelesaian sengketa, maka mereka tidak merasa tkut memiliki

~hasil putusan yang dl_jatuhkan oleh hakim. Mereka cenderung

menoiak segala sesuatu yang bukan mzhknya atau yang tidak
dnngmkan menjadi mlilknya '

Namun kesemuanya itu akan berhas;l apabila para pihak sadar

bahwa “YANG DAPAT MENYELESAIKAN SENGKETA ADALAH

- PIHAK YANG BERSENGKETA ITU SENDIRI”, mengingat mereka
. adalah pelaku dan pemilik sengketa. Sedangkan seorang HAKIM

HANYALAH BERUPA FASILITATOR, untuk dapat membantu para
pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi. Tanpa
keterlibatan aktif dari para pihak sebagai subyek yang bertanggung
Jawab dalam menyelesaikan sengketa tidaklah mungkin sengketa itu

dapat diselesaikan secara tuntas dan final. Akan hal Jika hakim tidak
maalibhotl o r].v

xxxxxx

Anl 3 In,
AT S BRIV AT [ELE7 S wiiday L\,Lauuul, uw.;xca tluu.lx mm:y\m pt.kid.
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~~. mereka dapat menyelesaikan sengketa itu secara tuntas dan final,
karena keputusan yang telah dibuat oleh para pihak tidak mempuryai/
memiliki kekuatan yuridis, “KEPUTUSAN YANG MEMPUNYAI

.. KEKUATAN HUKUM HANYALAH PUTUSAN YANG
DUUATUHKAN OLEH HAKIM”.

S Sedangkan pada sisi lainnya pemerintah dalam hal ini Mahkamah

- Agung, dalam upaya melakukan Perdamaian terhadap perkara yang

sedang berlangsung (pada tingkat Pengadilan Negeri hingga kasasi)

., sebelum memutuskan selalu berupaya untuk menggunakan Surat

. Edaran. Mahkamah Agung (SEMA) Nomor | Tahun 2002 tentang

_:..Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga
Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

- ‘Penggunaan terhadap- Surat Edaran Mahkamah Agung ini
- disesuaikan -dengan hasil Rakornas Mahkamah Agung Republik
- Indoneisa di. Yogyakarta tanggal 24 sampai dengan 27 September

2001 lalu, di mana upaya oleh Mahkamah Agung untuk mencapai

- pembatasan kasasi secara substantif dan prosedural, perlu diberikan

o petunjuk. sebagai berikut:!!

odjooAgar semaa Hakim (Majelis), yang menyidangkan perkara

~ dengan - sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan

- menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154-RBg, tidak hanya
-+sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

'2) Hakim yang ditunjuk dapat bertindak sebagai fasilitator yang
membantu para pihak baik dari segi’ waktu, tempai, dan
~pengumpulan data dan argumentasi- para pihak dalam rangka
'persiapan ke arah perdamaian. :

3) _'Pada tahap seianjutnya apab:la dikehendaki para pihak yang
berperkara, Hakim atan pihak lain yang ditunjuk dapat bertindak
sebagai Mediator yang akan mempertemukan para pihak yang

bersengl\eta guna mencari masukan mengenai pokok persoalan
yang disengketakan dan berdasarkan informasi yang diperoleh
‘serta keinginan masing-masing pihak dalam rangka perdamaian,
~mencoba menyusun proposal perdamaian yang kemudian
dikonsultasikan dengan para pihak untuk memperoleh hasil yang
saling menguntungkan (win-win solution).

[T H.P. Panggabean, Prakiek Peradilun Mengenai Kasus Aset Yavasan (Termasuf Aser Lembragu
Keagummm) dun Upava Sengketa melalui Aliernatif Penvelesaiun Sengkety, Fakarta: Pustaka Sinar

[ HERT 1O MLV A TR & N
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4)

Hakim yang ditll]]_]l]k sebagai fasilitator/mediator oleh para pihak

“tidak “dapat- menjadi ‘Hakim = Majelis - pada pmkara yang

bersangkutan untuk menjaga obyekt;ﬁtas

Untuk: meiaksanakan tugas sebagzu fasilitator maupun mediator

kepada Hakim yang bersangku_tan_dlbe_nkan waktu-paling lama 3
(tiga) bulan, dan dapat diperpanjang apabila ada alasan untuk itw

. -dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan waktu tersebut
tidak te termasuk waktu penyelesaian perkara sebagalmana dimaksud
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 ’Iahun 1992,

Persetuman para plhak d:tuangkan dalam persetu_;udn termhs dan . -
ditandatangani, kemudian dlbuatkan Akta Perdamzuan (Dading).
agar denﬂ'm Akta perdamalan itu para pihak di hukum untuk

o menepan apa ‘yang dlsepakan/d:setu_]m ‘tersebut.

. ‘_.7.) :

1)

-Keberhasﬂan penyelesalan perkara melaiu: perdamamm dapat
, dzjadlkan bahan pemiklran (REWARD) bagi Haklm yang menjadi
fasxhtator/med:ator

._ .Apablla usaha~usaha yang dliakukan oieh Haklm tersebut tidak

berhasil, - Hakim . yang bersangkutan meiapor kepada Ketua
Pengadilan Neger:[Ketu_a_Ma}ehs dan _peme_r_lk:,_a_an perkara dapat
dilanjutkan oleh Majelis Hakim dengan tidak menutup peluang
bagi para pihak ‘untuk berdamal selama proses pemenksaan
berlangsung. T

‘Hakim yang menjadi fasilitator maupun mediator wajib membuat
}aporan kepada Ketua Penvadilan Negerl secara teratur

Apablla terjadi proses perdamaaan maka proses perdamaian
tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penyelesaian perkara
melebihi ketentuan 6 (enam) bulan.

. Perdamalan Non ngasz (Di Luar Perad;lan)

Pada umumnya sengketa yang d;gunakan di luar Peradilan

adalah dengan cara “MEDIASI”. Mediasi adalah merupakan proses
negosiasi penyelesaian masalah di mana swatu pihak luar, tidak
‘berpihak, netral tidak bekerjasama para pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi
yang memuaskan'?. Tapi tidak seperti halnya dengan para hakim dan

PGy GO BB S Py g da Mgiist Sert Dasar Bk ERoneme e akaren BLIPS:
1999, him. 241,
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- arbiter mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa

para pihak, malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk

membantu mereka menyelesaikan problem di antara mereka.

Penyelesaian mediasi pada umumnya lebih fleksibel dan mampu

~menjangkau seluruh aspek sengketa kecuali aspek yuridis saja, hal

- 4pi cantara lain adalah:

T

. penyelesaian sengketa.

16}

Proses ‘penyelesaiannya lebih fleksibel, tidak terikat oleh aturan-

- ataran formal yang sermgkah mafah menghqmbdt proses

4)
_usulan- usulan mengenai alternatif-alternatif dan solusi
_penyelesaian sengketa yang kemudian melalui proses timbal
bahk tersebut dapat mencapai tmk temu.

7)

8)

penyeiesamn senvketa

Para pihak ‘dapat Secara a}\uf bertlndak EangsunU dalam proses

Terdapat komunikasi timbal balik secara langsung sehingga
masing-masing dapat memberikan pokok-pokok pikiran, perasaan
dan keinginan pihak lawan dalam sengketa yang kemudian
masing-masing saling mempertimbangkannya.

Masing-masing dapat secara aktif memberi sumbangan dan

.Pam pihak lebih mengedepankdn Drinsip sama-sama menang

bukan untuk menang sendiri.

Para pihak lebih mengedepankan prospek mendatang daripada

mengungkit-ungkit masa lalu sehingga rasa kebersamaan dan
persaudaraan tetap terjamin. Untuk itv masing-masing tidak

" segan-segan untuk mengalah deml memapat titik temu

penyelesaian sengketd

Titik temu tersebut merupakan hasil jerih payah mereka bersama
yang telah sesuai dengan pemikiran, perasaan dan keinginan
mereka sehingga dengan demikian mereka merasa memiliki dan
bertanggung jawab atas hasil kerja mereka dan mereka puas
karenanya. '

Kalau ada pihak ketiga yang mereka libatkan dalam proses
tersebut maka pihak ketiga itu berfungsi sebagai arbitrator/
fasilitator untuk membantu teiciptanya proses penyelesaian
secara damai, aktif dan bertanggung jawab.
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D, Penutuap

Perdamaian pada imklkdtnya adalah upaya yang dapat menjaga agar

paia psha&\ tetap men;aga kerukanan hidup -antara satn.sama.lain dengan -
tidak sal;no memgﬂaan, dan’ d'lpat puia men_]ahn tali persdudaman selama~

}.-:a;"ﬂanya

Pardamamn da}am proses peradlian yano chatur dalam Pasa.i 130 HIR.' o

: -_perdata yancr EEI'JB.E]! antara pam p]hak deno'm menawarkan }\epadc. ke o
'(dua} beidh pxhak untuk berdamm sebe}um s;dano dliamuikm di m;ma__“ :
“hakim hanya berfunﬂs: sebagaz fasﬂ:sdter S“i_]a “dengan para pxhwk haruss
‘pula menyadari bahwa mereka ddalah pem;hk dan’ ‘pemutus sengketanya. -
vang kemudian oleh hahm hanya mansahkan ‘dengan. membuat A!\m:__

Perdamaian” atau:hakim: dapat:-mengadili, kembah sebagai biasanya, yang
pada akhlmya akan dapat menghasﬂkan snpa ch antara pm&k yang berhak.

Dengan melihat pemlkuan tezsebut bebmknva prosu, p@.n}’tlesdldn

sengketa di Penﬁadﬁlan dilakukan melalui dua sistem yang dlpddu menjadi
satu s;%iem secara kz,smulatlf d'm kompiementauf yaitn menggabunghan

antara. sistem medzasz drm smtgm !zngasz ‘Dengan kata lain, denmm
memasukkan sistem mediasi ke dalam sistern litigasi. Kedua sistem
tersebut harus berjalan secara proporsional dan saling mendukung agar
menghasilkan penyelesaian yang tuntas dan final, ~

LA
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